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Abstract 
Civil Servants Police Unit and Sigi District Fire Department. This research uses descriptive 
qualitative type, with the number of informants involved as many as 6 informants through 
purposive sampling technique. In addition, in data collection techniques in this study through 
observation, interviews, documentation and study of literature. With the method of data analysis 
with three steps, namely (1) data reduction, (2) data display, and (3) conclusions or verification. 
From the results of the research researchers note that the implementation of the coordination 
function of the Civil Service Police Unit and the Sigi District Fire Department still has not been 
implemented optimally, this is because the coordination of integration aspects is still not going 
well, this is caused by there are still some officials who do not obey some of the results 
coordination as agreed upon. Besides that, the communication aspect is still not running well, this 
is because sometimes there are still miscommunications between apparatus which are divided into 
several work units in the agency in carrying out their duties. In addition, vertical communication is 
still not running well, where reciprocal communication between leaders and subordinates is still 
running poorly, employees sometimes do not coordinate first with their superiors when facing 
problems on the ground, they take their own actions which ultimately fatal impact on the 
achievement of the agency in carrying out its work activities. 




Koordinasi sangat diperlukan, koordinasi 
adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasi 
kan dan mengkoordinasikan unsur-unsur 
manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para 
bawahan dalam mencapai tujuan organisasi 
(Hasibuan, 2011:85). Dengan adanya 
koordinasi akan tercipta keselarasan kerja 
antara anggota organisasi sehingga tidak 
terjadi kesimpang siuran dan tumpang tindih 
pekerjaan. Dalam koordinasi dimana suatu 
organisasi bekerja sama dengan baik dalam 
mekanisme kerja, sangat tergantung pada 
hubungan timbal balik antar pimpinan dengan 
para staf maupun sesama pegawai.  
Hal penting dari relasi yang terbangun 
atas adanya koordinasi bagi organisasi adalah 
suasana nyaman bekerja dan budaya kerja 
yang sangat mendukung pencapaian target 
organisasi. Pada gilirannya standar kinerja 
organisasi pun akan tercapai karena dukungan 
hubungan secara formal maupun jalur informal 
dalam wadah silaturrahim. Koordinasi kerja di 
lapangan dan rapat kerja mulai dari tingkat 
terkecil atau ujung pelayanan adalah contoh 
dalam bentuk relasi formal. Selain itu jalur ini 
bisa dilakukan secara individual, baik pegawai 
dengan pimpinan maupun sebaliknya.  
Dalam proses koordinasi maka yang 
terpenting adalah membangun tim kerja yang 
solid sehingga mampu berkolaborasi dalam 
merumuskan pembaharuan organisasi. Elemen 
terpenting dalam membangun koordinasi tim 
kerja adalah adanya tujuan dan sasaran kinerja 
yang jelas dan telah tersedianya pemetaan 
tanggung jawab masing-masing anggota tim, 
karena saat ini sering kita lihat di kantor 
pemerintahan kelemahan mendasar yang 
dihadapi adalah pegawai saling bekerja 
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sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas, 
sehingga membuat arah persimpangan. 
Koordinasi memang kata yang sangat 
sederhana, namun seringkali dua hal tersebut 
tidak dapat berjalan dengan baik karena 
adanya ego sektoral sehingga tidak terjalin 
sesama pegawai. 
Satuan Polisi Pamong Praja adalah 
bagian perangkat daerah dalam penegakan 
Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum 
dan ketentraman masyarakat sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 
Pasal 1 Butir 8. Ketertiban dan ketentraman 
umum yang dimaksud dalam suatu daerah 
yaitu keadaan dinamis yang memungkinkan 
pemerintah, pemerintah daerah dan 
masyarakat dapat melakukan kegiatannya 
dengan tentram, tertib dan teratur. Satuan 
Polisi Pamong Praja, yang pada jaman 
Belanda disebut “Binnenlands Bestuur” atau 
“Pangreh Praja”, yang ditempatkan di daerah 
dan bertugas disamping memelihara “Rust, 
orde en veileigheid” yang artinya keamanan, 
ketertiban serta keselamatan juga 
menyelenggarakan kesejahteraan umum.  
Pada kuartal pertama abad kedua puluh 
tugas-tugas para pejabat tersebut lambat laun 
menjadi menipis (Uitgehold), karena adanya 
proses “differentitie”, yang menimbulkan 
dinas-dinas khusus (speciale diensten) dari 
berbagai departemen, dibentuknya daerah-
daerah otonom yang mempunyai dinas atau 
jawatan sendiri. Sesudahnya Indonesia 
mencapai kemerdekaannya, tugas-tugas utama 
pangreh praja dahulu, yaitu penyelenggaraan 
kesejahteraan umum dilakukan oleh 3 macam 
instansi, yaitu jawatan-jawatan masing-masing 
departemen, pamong praja, dan jawatan dari 
daerah-daerah otonom.  
Melihat pada kewenangan yang 
diberikan pada Satuan Polisi Pamong Praja, 
tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan 
Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting dan 
strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, 
termasuk di dalamnya penyelenggaraan 
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 
Untuk memahami lebih jauh tugas dan 
kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, 
khususnya dalam penegakan hukum, pertama-
tama harus tertuju pada perundang-undangan 
yang mengatur mengenai Satuan Polisi 
Pamong Praja yaitu Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan 
Polisi Pamong Praja. Keluarnya peraturan 
pemerintah tentang Satuan Polisi Pamong 
Praja, diharapkan dapat mengatasi berbagai 
kesimpangsiuran organisasi, tugas, dan 
fungsinya serta hal lain yang menjadi atribut 
Polisi Pamong Praja yang selama ini dirancang 
secara berbeda-beda antara pemerintah daerah 
baik ditingkat Propinsi maupun Kabupaten/ 
Kota dapat segera diseragamkan. 
Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja 
(Satpol PP) Kabupaten Sigi telah ditetapkan 
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 
Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong 
Praja (Satpol PP) dan pada pasal 255 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang pemerintah daerah yang berbunyi 
sebagai berikut “Satuan polisi pamong praja 
dibentuk untuk menegakkan Perda dan 
Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum 
dan ketenteraman, serta menyelenggarakan 
pelindungan masyarakat”. Untuk mencapai 
tujuannya, perlu adanya koordinasi antar 
aparatur di dalam struktur kerja Satpol PP 
Kabupaten Sigi guna menunjang pelaksanaan 
tugas yang diharapkan mencapai hasil yang 
maksimal, karena koordinasi adalah salah satu 
prinsip dari organisasi atau dengan perkataan 
lain sebagai jalan untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan.  
Tujuan organisasi yang telah ditetapkan 
adalah suatu kondisi yang telah disepakati oleh 
semua anggota organisasi. Dengan demikian 
tujuan organisasi seperti halnya Satpol PP 
Kabupaten Sigi dapat dicapai jika semua 
anggota organisasi yang mempunyai kesediaan 
untuk bekerjasama dan kegiatan mereka dapat 
dikoordinir dengan baik, agar tidak terjadi 
kesimpang siuran dan tumpang tindih atau 
kekosongan serta kehampaan tindakan dalam 
pekerjaan. Dengan kata lain prinsip yang harus 
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menjadi landasan dari semua kerjasama adalah 
koordinasi. Kegiatan koordinasi berlaku untuk 
semua unit kerja, dimana tiap-tiap unit kerja 
yang dilakukan oleh berbagai personel atau 
aparatur dapat berlangsung dengan serasi dan 
seimbang ke arah yang diinginkan, maka 
setiap aparatur yang ada di dalam instansi 
tersebut harus dapat melaksanakan suatu 
tindakan koordinasi.  
Terdapat arah yang dari keseluruhan unit 
organisasi yang sama-sama bergerak pada 
sasaran atau tujuan yang sama. Apabila 
Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dapat 
melaksanakan koordinasi internal dengan baik 
maka efektivitas kerja akan tercapai. Lebih 
jelasnya seluruh paratur yang melakukan 
koordinasi dengan baik akan mempunyai 
pengaruh yang besar dalam peningkatan 
efektivitas kerja sehingga akan menunjang 
tercapainya tujuan organisasi. Melalui 
koordinasi (dalam hal ini koordinasi internal), 
seluruh kegiatan ornanisasi Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupaten Sigi dapat diatur, 
diselenggarakan dan dibina agar kegiatan tiap 
individu dalam struktur orgamisasi yang ada, 
baik jajaran sub bagian tercapai secara optimal 
berupa efektivitas kerja secara keseluruhan. 
Sejauh ini pada hasil observasi awal 
yang dilakukan menunjukkan bahwa kadang 
dalam pelaksanaan tugas masih ada beberapa 
aparatur yang tidak mentaati sebagian hasil 
koordinasi sebagaimana yang telah disepakati 
bersama, pada saat menjalankan tugas masih 
ada sebagian aparatur yang bekerja di luar 
prosedur yang disepakati, sehingga masalah ini 
berpengaruh pada tingkat keberhasilan 
kegiatan kerja aparatur di instansi tersebut. 
Kadangkala timbul masalah miskomunikasi 
antar aparatur dalam menjalankan tugasnya, 
dan juga sejauh ini komunikasi secara vertikal 
juga masih belum berjalan baik, dimana 
komunikasi dua arah antara pimpinan dan para 
bawahan masih berjalan dengan kurang baik, 
kadang para pegawai tidak melakukan 
koordinasi terselebih dahulu dengan atasan 
disaat mereka menghadapi kendala saat 
menjalankan tugas, mereka justeru mengambil 
tindakan sendiri yang pada akhirnya malah 
menambah masalah baru. 
Tentunya melihat gambaran 
permasalahan di atas menunjukkan bahwa 
fungsi koordinasi di dalam pelaksanaan tugas 
Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Dan 
Pemadam Kebakaran Kabupaten Sigi masih 
belum terlaksana dengan baik. Sehingga 
dengan demikian, berdasarkan permasalahan 
yang telah di kemukakan tersebut, maka pada 
kesempatan ini penulis tertarik untuk 
melakukan sebuah kajian dengan judul 
“Fungsi Koordinasi Dalam Menunjang 
Pelaksanaan Tugas Aparatur Satuan Polisi 
Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 
Kabupaten Sigi”. 
Berdasarkan uraian latar belakang di 
atas, adapun rumusan masalah dalam 
penelitian ini ialah bagaimana pelaksanaan 
fungsi koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja 
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sigi ? 
Merujuk pada rumusan masalah yang 
telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan 
penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
pelaksanaan fungsi koordinasi Satuan Polisi 





Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penulisan tesis ini adalah jenis penelitian 
deskriptif, dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif. 
Pemilihan informan pada penelitian ini 
menggunakan teknik purposive sampling, 
sebagaimana maksud yang disampaikan oleh 
Sugiyono (2008:54), purposive sampling 
adalah teknik pengambilan sampel sumber 
data dengan pertimbangan tertentu. 
Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang 
tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang 
kita harapkan, atau mungkin dia sebagai 
penguasa sehingga akan memudahkan peneliti 
menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. 
Dalam penelitian ini yang menjadi informan 
penelitian adalah orang-orang pilihan peneliti 
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yang dianggap terbaik dalam memberikan 
informasi yang dibutuhkan kepada peneliti. 
Adapun yang menjadi informan dalam 
penelitian ini adalah sejumlah pejabat dan 
pegawai yang ada di Kantor Satuan Polisi 
Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 
Kabupaten Sigi 
Untuk teknik dalam pengumpulan data, 
penulis menggunakan beberapa cara antara 
lain Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. 
Dalam penelitian ini, peneliti mengikuti 
langkah-langkah seperti yang dianjurkan oleh 
Miles dan Huberman (Sugiyono, 2008:237) 
yaitu (1) reduksi data, (2) display data, dan (3) 
pengambilan kesimpulan dan verifikasi. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Komunikasi 
Koordinasi memainkan peranan yang 
penting dalam merumuskan pembagian tugas, 
wewenang dan tanggung jawab. Penataan 
pembagian tugas, wewenang dan tanggung 
jawab dalam sebuah kegiatan yang 
berhubungan  sekaliguis melahirkan jaringan-
jaringan hubungan kerja komunikasi yang 
diperlukan oleh organisasi. Jaringan hubungan 
kerja tersebut berbentuk pusat pengambilan 
keputusan dalam organisasi. Jaringan kerja ini 
perlu dipelihara dan diusahakan supaya 
terhindar dari berbagai rintangan yang 
mungkin timbul dan dapat merusak 
keseluruhan proses hubungan kerja atau 
komunikasi antar unit kerja di dalam sebuah 
kegiatan kerja, yang pada akhirnya kegiatan 
tersebut dapat mencapai hasil yang 
sebagaimana yang diharapkan bersama.  
Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari 
koordinasi, karena dengan adanya komunikasi 
para aparatur di dalam beberapa unit dalam 
suatu kegiatan kerja akan dapat 
dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana 
sebagian besar ditentukan oleh adanya 
komunikasi. Komunikasi merupakan salah 
satu dari sekian banyak kebutuhan manusia 
dalam menjalani hidup dan kehidupannya. 
Dalam setiap kegiatan, komunikasi sangat 
penting karena dengan komunikasi partisipasi 
anggota akan semakin tinggi dan pimpinan 
memberitahukan tugas kepada aparaturnya 
harus dengan komunikasi. Dengan demikian 
komunikasi merupakan hubungan antara 
komunikator dengan komunikan dimana 
keduanya mempunyai peranan dalam 
menciptakan komunikasi. 
Setiap bentuk kegiatan kerja seperti 
halnya yang dilakukan oleh aparatur Satuan 
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 
Kabupaten Sigi, harus mengedepankan 
komunikasi agar tercipta hasil yang selaras, 
yang mana pada proses komunikasi dalam 
kegiatan ini bisa terjadi secara horizontal 
maupun vertikal dengan metode penyampaian 
yang terarah antara satu dengan lainnya yang 
semata-mata semua berorientasi pada kesatuan 
tindakan dan memperoleh hasil yang sesuai 
harapan. Komunikasi dalam kegiatan ini 
merupakan suatu komunikasi atau proses 
untuk setiap pihak yang terlibat di dalamnya 
menghimpun dan saling bertukar informasi 
yang berhubungan dengan kegiatan, sehingga 
tercipta suatu pola hubungan kerjasama yang 
baik dan saling percaya antara satu pihak 
dengan pihak lainnya yang terlibat di dalam 
kegiatan tersebut.  
Dalam kegiatan kerjanya, antar unit 
kerja di instansi tersebut harus mampu bekerja 
secara secara tim di dalam menjalankan 
program kerjanya, sehingga di dalam kegiatan 
tersebut mereka perlu membangun komunikasi 
secara intensif antar unit di instansi tersebut 
agar proses kerja dapat berjalan sesuai dengan 
apa yang diharapkan. 
Selain komunikasi antar unit kerja 
(horizontal), dalam mendukung pelaksanaan 
koordinasi juga dibutuhkan koordinasi secara 
vertikal, yang mana komunikasi ini merupakan 
komunikasi yang dibangun atas unsur hirarki, 
yang mana dalam hal ini pimpinan 
mentransmisikan informasi ataupun arahan-
arahannya kepada bawahannya, dan begitupun 
sebaliknya, bawahan mentransmisikan 
informasi terkait kegiatan kerja mereka kepada 
atasan. Komunikasi vertikal adalah 
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komunikasi yang mengalir dari satu tingkat 
dalam suatu organisasi/kelompok ke suatu 
tingkat yang lebih tinggi atau tingkat yang 
lebih rendah secara timbal balik. Dalam 
lingkungan organisasi atau kelompok kerja, 
komunikasi antara atasan dan bawahan 
menjadi kunci penting kelangsungan hidup 
suatu organisasi. 
Komunikasi secara vertikal adalah 
komunikasi yang mengalir dari satu tingkat 
dalam suatu organisasi ke suatu tingkat yang 
lebih tinggi atau tingkat yang lebih rendah 
secara timbal balik. Dalam lingkungan 
organisasi seperti halnya Satuan Polisi 
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 
Kabupaten Sigi, komunikasi antara atasan dan 
bawahan menjadi kunci penting kelangsungan 
hidup instansi tersebut. Menurut Stoner dan 
Freeman dalam Sudjatmiko (2006:27), dua per 
tiga dari komunikasi yang dilakukan dalam 
organisasi antara atasan dan bawahan 
berlangsung secara vertikal, sehingga peran 
komunikasi vertikal sangat urgen dalam 
organisasi. Komunikasi dua arah yang terjadi 
secara vertikal antara pemimpin dan bawahan 
menjadi suatu aspek yang penting di dalam 
menghidupkan susana kerja yang efektif di 
dalam organisasi, koordinasi yang mengalir 
semacam ini dibangun atas keterbukaan antara 
kedua pihak untuk saling bertukar informasi. 
Dari hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pelaksanaan fungsi koordinasi Satuan 
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 
Kabupaten Sigi dari aspek komunikasi masih 
berjalan kurang baik, hal ini berdasarkan hasil 
penelitian yang menunjukkan bahwa terkadang 
masih terjadi miskomunikasi antar aparatur 
yang terbagi dalam beberapa unit kerja di 
instansi tersebut dalam menjalankan tugasnya. 
Selain itu komunikasi secara vertikal juga 
masih belum berjalan baik, dimana 
komunikasi timbal balik antara pimpinan dan 
bawahan masih berjalan dengan kurang baik, 
mseki para pimpinan di instansi tersebut 
mengkomunikasikan instruksi, arahan, 
motivasi, dan lain sebagainya kepada para 
bawahannya, namun para pegawai terkadang 
tidak melakukan koordinasi terselebih dahulu 
dengan atasan mereka saat menghadapi 
masalah di lapangan, mereka mengambil 
tindakan sendiri yang pada akhirnya justeru 
berakibat fatal pada pencapaian instansi 




Salah satu tantangan di dalam organisasi 
ialah beragamnya pola pikir para anggota 
organisasi dalam melaksanakan suatu kegiatan 
kerja, sehingga dibutuhkan usaha untuk 
menyelaraskan berbagai keragaman atau 
perbedaan-perbedaan tersebut supaya bisa 
menjadi suatu kesatuan dan bersinergi, sehigga 
tidak ada gap antara aparatur dalam 
menjalankan tugasnya. 
Integrasi di dalam koordinasi merupakan 
pengikat, penyeimbang dan penyelaras semua 
aktifits dan usaha. Adanya proses integrasi 
mampu memberikan dampak berupa 
penyatuan segala pendapat, terkait kegiatan 
pada tingkat suatu satuan yang terpisah dalam 
suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan sebelumnya. Integrasi sangat 
dibutuhkan di dalam koordinasi kerja para 
aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Pemadam Kebakaran Kabupaten Sigi, sebab 
tanpa usaha ini para aparatur tidak mempunyai 
pegangan mana yang harus diikuti, yang 
akhirnya akan merugikan organisasi itu 
sendiri. Di dalam integrasi ini, kemampuan 
pemimpin organisasi diuji untuk menyatukan 
berbagai pendapat maupun tindakan-tindakan 
para aparatur organisasi yang terdiri dari 
beberapa unit agar selaras dengan adanya 
kesepakatan yang lahir dari hasil 
pengintegrasian tersebut, sehingga tujuan 
dapat tercapai sesuai dengan apa yang 
diharapkan. Integrasi akan berhasil jika adanya 
sikap para aparatur untuk taat terhadap hasil 
koordinasi atau semacam sebuah kesepakatan 
di dalam koordinasi. Sikap taat terhadap hasil 
koordinasi memberikan keuntungan dari 
adanya perundingan bersama dan kesepakatan 
yang dihasilkan adalah ditetapkan metode 
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untuk mengatur cara kerja di dalam kegiatan, 
sebagaimana yang disepakati bersama oleh 
pimpinan bersama para unit organisasi. 
Dengan adanya ketaatan terhadap hasil 
koordinasi akan tercipta suatu kepastian dalam 
segala hal yang berhubungan dengan kegiatan 
suatu organisasi. Demikian halnya di dalam 
pelaksanaan tugas para aparatur Satuan Polisi 
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 
Kabupaten Sigi, tentunya dibalik kerjasama 
tersebut ada beberapa hal yang menjadi 
kesepakatan bersama, sehingga mengharuskan 
mereka untuk menghormati atau menataati 
hasil koordinasi atau kesepakatan tersebut. 
Dari hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pada aspek integrasi, pelaksanaan 
fungsi koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja 
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sigi 
dinilai masih berjalan kurang baik. Meskipun 
telah ada upaya untuk menyatukan pendapat 
dan tindakan terhadap para pelaksana tugas 
kegiatan kerja di instansi tersebut, akan tetapi 
kadang juga masih ada beberapa aparatur yang 
tidak mentaati sebagian hasil koordinasi 
sebagaimana yang telah disepakati bersama, 
seperti yang dikemukakan informan di atas 
menunjukkan bahwa disaat menjalankan tugas 
masih ada aparatur yang bekerja di luar 
prosedur yang disepakati, sehingga hal ini 
berdampak pada tingkat keberhasilan kegiatan 
kerja aparatur di instansi tersebut. Padahal 
keberhasilan koordinasi di dalam sebuah 
kerjasama tidak akan dicapai jika salah satu 




Selain komunikasi dan integrasi, 
pelaksanaan koordinasi juga harus di dukung 
adanya upaya sinkronisasi. Sinkronisasi adalah 
suatu usaha koordinasi yang dilakukan oleh 
pimpinan untuk menyesuaikan segala hasil 
kerja maupun tindakan yang diambil para 
aparaturnya dalam menjalankan tugas dari 
penyimpangan atau kekeliruan yang dilakukan 
agar diperbaiki sehingga diperoleh keserasian 
antara aturan kerja yang berlaku dengan 
dengan hasil kerja yang diperoleh.  
Hal penting yang perlu dilakukan oleh 
setiap pemimpin organisasi di dalam 
menjalankan fungsi koordinasi adalah 
sinkronisasi, dalam hal ini  pemimpin 
mengambil langkah klarifikasi dan mengoreksi 
berbagai hasil kerja yang dilakukan oleh para 
bawahannya dalam menjalankan tugas dan 
tanggung jawab mereka, hal ini perlu 
dilakukan untuk memperbaiki segala masalah 
yang diakibatkan oleh berbagai tindakan kerja 
yang keluar dari standar kerja yang ditetapkan, 
sehingga semua aktifitas kerja tetap berjalan 
pada jalur yang tepat dan berhasil mencapai 
tujuan yang telah direncanakan. 
Demikian pula halnya dalam koordinasi 
kerja aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Pemadam Kebakaran Kabupaten Sigi, sebagai 
bentuk usaha sinkronisasi, pimpinan instansi 
tersebut perlu mengambil langkah pengaturan 
dan koreksi atas berbagai hasil kerja yang 
dilakukan oleh para bawahannya dalam 
menjalankan tugasnya. Para pemimpin di 
instansi tersebut memiliki kewajiban 
melakukan sinkronisasi segala tindakan atau 
hasil kerja para aparaturnya dengan melakukan 
koreksi setiap hasil kerja para bawahannya, hal 
ini dilakukan dengan membandingkan dan 
menganalisa hasil kerja dengan standar yang 
ditentukan. Apabila secara jelas telah 
ditemukan kekeliruan yang dilakukan oleh 
para aparaturnya dalam menjalankan tugas dan 
tanggung jawab mereka, maka pimpinan perlu 
melakukan pengaturan yang di mana dalam hal 
ini pengaturan merupakan upaya untuk 
memperbaiki atau menormalkan kembali 
berbagai masalah yang ada ke kondisi semula. 
Untuk mengetahui hal ini, berikut peneliti 
kemukakan beberapa hasil penelitian dengan 
mewawancarai beberapa informan yang 
tentunya memahami permasalahan yang 
dibahas. 
Dari hasil penelitian menunjukan bahwa 
pelaksanaan fungsi koordinasi Satuan Polisi 
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 
Kabupaten Sigi pada aspek sinkronisasi dinilai 
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sudah berjalan dengan cukup baik, hal 
berdasarkan hasil penelitian yang 
menunjukkan bahwa terkadang apabila hasil 
koreksi menunjukkan ada kekeliruan yang 
dilakukan para aparatur dalam melaksanakan 
tugasnya, para pimpinan di instansi tersebut 
berupaya untuk melakukan perbaikan, langkah 
sinkronasi ini dilakukan dengan cara 
mengarahkan aparaturnya untuk melakukan 
pekerjaannya dengan benar, mendorong 
mereka untuk menyesuaikan pola kerja mereka 
agar sesuai dengan standar kerja yang sudah 
ada. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
di bahas pada bab sebelumnya, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa pelaksanaan fungsi 
koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Pemadam Kebakaran Kabupaten Sigi masih 
belum terlaksana secara optimal, hal ini 
dikarenakan pelaksanaan koordinasi pada 
aspek integrasi  masih berjalan kurang baik, 
hal ini disebabkan oleh  masih ada beberapa 
aparatur yang tidak mentaati sebagian hasil 
koordinasi sebagaimana yang telah disepakati 
bersama. Selain itu pada aspek komunikasi 
juga masih belum berjalan dengan baik, hal ini 
dikarenakan terkadang masih terjadi 
miskomunikasi antar aparatur yang terbagi 
dalam beberapa unit kerja di instansi tersebut 
dalam menjalankan tugasnya. Selain itu 
komunikasi secara vertikal juga masih belum 
berjalan baik, dimana komunikasi timbal balik 
antara pimpinan dan bawahan masih berjalan 
dengan kurang baik, para pegawai terkadang 
tidak melakukan koordinasi terselebih dahulu 
dengan atasan mereka saat menghadapi 
masalah di lapangan, mereka mengambil 
tindakan sendiri yang pada akhirnya justeru 
berakibat fatal pada pencapaian instansi 





Berdasarkan hasil penelitian dan 
kesimpulan, maka saran peneliti terkait 
masalah yang ditemukan di dalam penelitian 
ini ialah para aparatur Satuan Polisi Pamong 
Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten 
Sigi harus betul-betul menghormati setiap 
kesepakatan yang lahir dari hasil koordinasi, 
hal ini dapat dilakukan dengan mentaati setiap 
kesepakatan yang lahir dari upaya 
pengintegrasian, sehingga dapat memberikan 
dampak positif terhadap hasil kerja para 
pegawai di instansi tersebut. 
Selain itu pula, pada aspek komunikasi, 
para pegawai harus menjaga komunikasi baik 
secara horizontal maupun secara vertikal, 
dimana pegawai harus saling berkoordinasi 
saat melaksanakan tugas, membangun 
komunikasi dengan atasan saat mengahadpi 
masalah di lapangan tanpa perlu mengambil 
tindakan sendiri, agar segala masalah dapat 
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